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KEFUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR : B/510.4/(/¢ 7<) [DPMPTSP-P.2/111/2020

TENTANG

PEMEBERIAN IZIN OPERASIONAL
TINGHKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-EANAK | TK )| HARAPAN JAYA DESA PAKKATELLU
HECAMATAN KUSAN HILIR KAEUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BEUMEU,

Menimbang | a. bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala TK Harapan Java
Momor BA21.1 706/ HJ-021 /1172020 Tangpal 17 Februari 2020

b,  bahwa berdasarkan surat rekomendasi Dinas Pendidilkan dan

kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
B/421.1/1594/ Disdikbud-UDI/1/2020 Tangeal 24 Februari
2020;

<. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan hural b perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembenan lzin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
(PALUD Taman kanak-Kanak (TK) Harapan Jaya Desa Paklatelly
Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang penvelenggaraan
Negara vang Hersih dan Bebas dari RKorupsi, Kolusi, dan
Nepolisme, [Lembaran Megara Republik Indonesia Tzhun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851,

[

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
wabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provins
nalimantan Selatan |[Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomer 4265);

Cad

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 4301);

4. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemetrinlah
Daerah  |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 4437), sebapaimana telah dirubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan
hedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tabhun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844}
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20171 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran MNegara

Repubhk Indonesia Nomaor 5234

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20035 tentang Standar
Nasional Pendidikan |[Lembaran Negara Republik ndonesia
Tahun 2003 Momor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 24496},

Feraturan Pemerintgh Nomar 38 Tabun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemenntah Daerah Kabupsaten/Kota (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoer 4737);

Peraturan Pemerintabh Momor 47 Tahun 2008 tentang Wajnb
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesma
Momor <H86G3]);

Peraturan Pemerintah  Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penvelengegaraan Pendidikan (Lembaran MNegara
Republik indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) scbapgaimana telah diuhah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor b6 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
rentang Pengelolaan dan Penvelenggaraan Pendidikan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157}

Peraturan  Presiden Namor. 97 Tahun 2014 tentang
Penvelenggaraan  Pelavanan Satu Pintu  (Lembaran  Negara
Repuhlik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomaor 060702002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Nomaor 84 Tahun
2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dim
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279,

Peraturan Menzert Dalam Negen Nomor 138 Tahun 2017 rentang
Penvelenggaraan Pelavanan Terpadu Satu Pintu Daerah [Berita
Nepara Repuldik Indonesia Tabun 2017 Nomor 1936);

Peraturan Dacrah Kabupaien Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun
2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan kKabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomaor 61, Tambahan
Lembaran  Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005
MNomor 20;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun
2011 tertang Ferubabhan atas Petraturan Diaerah
MNomor 17 Tahun 2007 Pembentukan, Kedudulian. Tugas Pokaok
dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaien Tanah Bumbu
Tahun 2011 Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun
2018 tentang Perubahan atas  Peraturan Daerah kabupaten
Tanah Bumbu Nomar 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
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17, Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tabun
2016 tentang  Kedudukan, Tupgas, Fungsi dan Susunan
rganisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

8. Peraturan Bupatt Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Felimpahan Rewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman
hModal dan Pelavanan Terpadu Sawu Pintue (Berita Dacrah
Rabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomar <1);

MEMUTUSKAN

Menetaplan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN [ZIN QOPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD] TAMAN KANAK-KANAK [TK)
HARAPAN JAYA DESA PAKKATELLL KECAMATAN KUSAN HILIR
KABLUPATEN TANAH BUMBL

KESATU : Pemberian lzin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD
Taman Kanak-Kanak (TK] Harapan Java Desa Pakhkatellu Kecamaian
susan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu,

KEDUA (GGuna  kelengkapan serta mendukung proses kegiatan  belajar
mengajar pendidikan anak usia din fersebut, perlu dipersiapkan hal-
nal sebagail benlut:

1. Wagib melaporkan keadaan pendidikan anak usia dini baik tenaga
pendidik, tenaga kependidikan serla sarana prasarana vang selalu
diperlulkan dalam proses pendidikan dan pembelajaran,

2. Mempersiapkan tenaga edukatii vang diperlukan sesuai dengan
kurnkulum vang berlaku,

3. Mengupavakan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuail
rebutuhan

KETIGA lzin Operasional Pendidikan Anak Usia Dint (PAUD) Taman Kanak-
kanak [TK] Harapan Java berlaku selama pendidikan anak usia dini
masith melaksanakan kegiatannva sesuai dengan  aturan  dan
ketentuan undang-undang vang berlalku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tangeal diwctapkan, apabila terdapat
keliruan akan dilakukan perbaitkan sebagaimana mestinya,

itetapkan di | Batulicin
Pada tanggal 17 WA 2020

EUPATI TANAH BUMBU
KEPALH-
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L, kepala Dinas Pendidilian dan kebdaynan Kabupaten Tanah Buambu,
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